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Tindaklanjuti SE Pemprov Jawa Barat, Jeje Ritchie
Ismail  Inventarisir  Izin  Perumahan  di  Kawasan
Rawan Bencana
Prolite  –  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat  (KBB)
menindaklanjuti SE Nomor 177/ yang ditandatangani Dedi Mulyadi
terkait  penghentian  sementara  penerbitan  izin  perumahan  di
wilayah Bandung Raya.

Bupati  Bandung  Barat,  Jeje  Ritchie  Ismail  menjelaskan,
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pihaknya  saat  ini  langsung  menginventarisir  izin
pembangunan  perumahan  yang  berlokasi  di  kawasan  rawan
bencana alam, sebagai tindak lanjut dari surat edaran (SE)
dari Gubernur Jawa Barat.

“Tentu kita lagi proses inventarisir (pendataan) mana yang
sudah ada perizinan atau belum. Mana yang melanggar tata ruang
dan berada di zona merah rawan bencana. Itu nanti kita akan
cek,” katanya, Senin (8/12/2025).

Ia menambahkan, pihaknya akan mengevaluasi ulang pembangunan
di kawasan rawan bencana yang dikategorikan wilayah terlarang
atau tidak sesuai peruntukan tata ruang Kabupaten/Kota.

“Kita akan lakukan penghentian sementara penerbitan izin, dan
peningkatan pengawasan teknis terhadap kegiatan pembangunan.
Kebijakan  ini  sebagai  langkah  pengendalian  pembangunan  dan
upaya menjaga keselamatan lingkungan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh
Pemprov Jawa Barat tersebut relevan dengan kondisi saat ini.
Terlebih  potensi  bencana  yang  begitu  tinggi  di  wilayah
Kabupaten Bandung Barat.

“Pemerintah  daerah  tidak  ingin  kejadian  bencana  alam  yang
terjadi di luar daerah menimpa Kabupaten Bandung Barat. Oleh
karena itu, pengawasan ketat dan keberanian untuk menghentikan
proyek yang bermasalah itu penting,” katanya.

Ia  menyebut,  berdasarkan  hasil  inventarisasi  akan
mengelompokkan  proyek  perumahan  ke  dalam  tiga  kategori,
diantaranya dapat dilanjutkan, dapat dilanjutkan dengan syarat
tertentu, dan tidak bisa dilanjutkan sama sekali.

“Potensi  pencabutan  izin  bisa  terjadi  apabila  ditemukan
proyek perumahan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan tata
ruang,  berada  di  zona  terlarang,  atau  menimbulkan  risiko
kerusakan lingkungan,” katanya.



“Jadi kami harus benar-benar menginventaris mana yang bisa
dilanjutkan, mana yang bisa dilanjutkan tapi bersyarat, dan
juga yang tidak bisa dilanjutkan sama sekali,” imbuhnya.

Ia menegaskan, saat ini pihaknya telah menerima menerima data
awal dari dinas teknis terkait jumlah perumahan yang ada di
Kabupaten Bandung Barat yang berada di kawasan rentan bencana.

“Siang ini baru mendapatkan data-datanya dari dinas terkait.
Intinya saya sangat setuju surat edaran dari Bapak Gubernur.
Beliau  memikirkan  untuk  masa  depan  Bangsa  Indonesia  dan
menjaga alamnya,” tandasnya.
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KDM Keluarkan Surat Edaran Pendidikan Gapura Panca
Waluya
Prolite – Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran yang
mengatur pendidikan dengan konsep Gapura Panca Waluya.

Konsep pendidikan Gapura Panca Waluya bertujuan mencetak murid
sekolah  yang  cageur,  bageur,  bener,  pinter,  singer,  atau
sehat, baik, benar, pintar, gercep.

Surat edaran bernomor 43/ ditujukan kepada bupati/wali kota
yang berwenang pada Paud – SD – SMP, Kepala Dinas Pendidikan
Jabar  yang  mengurus  SMA/SMK  sederajat,  serta  Kantor
Kementerian  Agama  yang  menaungi  pondok  pesantren.

SE  Gubernur  Gapura  Panca  Waluya,  di  antaranya  mengamanahi
peningkatan sarana dan prasarana, termasuk toilet dalam kelas.

SE juga menegaskan kembali larangan studi tur yang membebani
orang tua. Studi tur bisa diganti dengan berbagai kegiatan
berbasis  inovasi,  seperti  mengelola  sampah  mandiri,  sistem



pertanian organik, peternakan, perikanan dan kelautan, serta
meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri.

SE juga melarang sekolah menggelar wisuda di semua jenjang
pendidikan dasar menengah. Wisuda hanya seremonial yang tidak
memiliki makna akademik bagi perkembangan pendidikan.

Dalam  surat  edaran  juga  ditekankan  sekolah  menyongsong
pemberlakuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara merata.

Untuk kudapan, siswa diharapkan bawa bekal makanan sendiri
dari rumah agar tidak jajan di sekolah. Uang jajan disisihkan
untuk ditabung.

Kemudian  peserta  didik  yang  belum  cukup  umur  dilarang
menggunakan  kendaraan  bermotor,  serta  mengoptimalkan
penggunaan angkutan umum, atau berjalan kaki dengan jangkauan
sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik.

Untuk peserta didik di daerah terpencil, diberikan toleransi
sebagai upaya untuk memudahkan daya jangkau peserta didik dari
rumah menuju ke sekolah.

Langkah  ketujuh  adalah  peningkatkan  disiplin,  serta  rasa
bangga sebagai warga negara yang mencintai NKRI. Setiap murid
dianjurkan mengikuti ekstrakurikuler pramuka, paskibra, palang
merah remaja, dan kegiatan lainnya yang memiliki implikasi
positif pada pembentukan karakter kebangsaan.

KDM juga menegaskan bagi peserta didik yang memiliki perilaku
khusus,  yang  sering  terlibat  tawuran,  main  games  online,
merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong, dan
perilaku  tidak  terpuji  lainnya,  akan  dilakukan  pembinaan
khusus,  setelah  mendapatkan  persetujuan  dari  orang  tua,
melalui  pola  kerja  sama  antara  Pemdaprov,  pemda
kabupaten/kota,  serta  TNI/Polri.

Terkahir, KDM menekankan peningkatan pendidikan moralitas dan
spiritualitas  melalui  pendekatan  pendidikan  agama,  sesuai



dengan keyakinannya masing-masing.

 


